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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Republik Indonesia menegaskan pembangunan nasional bertujuan 

untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang 

berarti kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang 

seorang l. Untuk itu, pembangunan ekonomi rakyat seharusnya memperoleh prioritas 

dalam pembangunan ekonomi nasional, karena berkaitan dengan kehidupan dan 

kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia. Reformasi dalam sistem ekonomi 

nasional harus diarahkan pada upaya mewujudkan demokrasi ekonomi dan 

terselenggaranya sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia, yang menempatkan 

pemberdayaan koperasi usaha kecil dan menengah sebagai prioritas pembangunan 

nasional.

Salah satu sasaran dalam Pembangunan Nasional adalah pembangunan di

bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pembangunan yang

penting dikarenakan peningkatan produksi dan pendapatan nasional menunjukan 

pembangunan ekonomi rakyat. Dalam rangka ini perlu lebih diberikan perhatian pada 

usaha kecil dan tradisional serta golongan ekonomi lemah pada umumnya.

Evaluasi Kebijakan Pembinaan KUKM Periode Tahun 2001-2002, Dinamika
Pembangunan KUKM Di indonesia. Penerbit Kementrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 
Republik Indonesia 2004, Hal 3
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Yang menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi sebagai dasar dari 

Demokrasi Ekonomi yang dikerjakan dan dilaksanakan oleh semua masyarakat yang 

disusun sebagai suatu usaha yang berasaskan kekeluargaan adalah Pasal 33 Undang- 

undang Dasar 1945 dalam perubahan keempatnya yang menyatakan sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat 

hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan ekonomi nasional.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-

undang.

Dari Pasal tersebut diatas jelaslah bahwa yang menjadi perhatian utamanya 

adalah kemakmuran rakyat, yaitu kemakmuran bersama bukanlah kemakmuran 

individu atau kemakmuran orang perorang maupun golongan. Dalam hal ini badan 

usaha yang sesuai adalah koperasi, karena kegiatan koperasi dilakukan sebagai usaha 

bersama dengan tujuan untuk mempertinggi kesejahteraan bersama para anggotanya.

Jika dilihat secara garis besar kegiatan koperasi tidak terlalu berbeda dengan 

kegiatan badan usaha lainnya seperti Perseroaan Terbatas (PT), yaitu sama-sama
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bertujuan untuk kesejahteraan para pekerja dan mencari keuntungan (laba). PT adalah 

badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha 

dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Akan tetapi jika ditinjau 

dari sudut kesejahteraan secara khusus, bentuk PT biasanya dipakai hanya untuk 

kegiatan usaha yang besar, yang membutuhkan modal dalam jumlah yang cukup 

besar. Selain itu biaya pembentukannyapun relatif tinggi dan dalam pendiriannya 

relatif sulit karena diperlukannya akte notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu.3 

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa PT lebih menitikberatkan tujuan kegiatan 

usahanya untuk mendapat laba yang sebesar-besarnya dari pada kepentingan 

kesejahteraan.

Sedangkan pada koperasi merupakan perkumpulan orang-orang untuk

mengadakan kerjasama dan bukanlah merupakan konsentrasi modal. Koperasi

terbentuk atas kumpulan orang-orang sehingga makin banyak orang yang menjadi

anggota koperasi makin sedikit orang-orang tersebut memasukkan sejumlah uang

sebagai modal pendirian koperasi. Koperasi dimaksudkan untuk menampung 

kegiatan perekonomian pada tingkat lapisan bawah yang masih merupakan bagian 

besar dari rakyat Indonesia. Sehingga dalam pendiriannya tidak membutuhkan modal 

yang besar dan tidak memerlukan persyaratan yang menyulitkan para anggotanya.4

* Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern Liberty 

Yogyakarta, 2002, Hal 63.
4 Ibid Hal 68-69
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Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa koperasi lebih menitikberatkan tujuan

kegiatan usahanya untuk kesejahteraan para anggotanya.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 

tentang Perkoperasian menyatakan bahwa : “Koperasi adalah badan usaha yang 

beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan 

kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan suatu organisasi yang dimiliki oleh orang-orang yang 

menjalankan usaha demi kepentingan dan keuntungan mereka sendiri. Anggota 

koperasi sekaligus partner dalam berkontrak, artinya mereka akan memberi produk 

mereka sendiri.5

Lebih lanjut, koperasi merupakan suatu organisasi yang terdiri dari beberapa

perangkat, dimana perangkat itu akan saling mendukung sehingga tujuan itu dapat

tercapai. Dapat diibaratkan bahwa koperasi itu sebagai suatu sistem, Jika salah satu

sistem itu mengalami gangguan maka sistem lain juga menerima imbasnya. Oleh 

karena itu harus adanya sinkronisasi dan saling mendukung satu sama lainnya.

Koperasi mempunyai perangkat organisasi yang terdiri dari Rapat Anggota, 

Pengurus dan Pengawas. Ketiga organisasi ini yang berperan dalam perkembangan 

koperasi, sehingga majunya suatu koperasi tergantung penuh pada keaktifan pengurus 

dan anggota koperasi dalam menjalankan kewajiban masing-masing.

5 Adi Jaya Yusuf dan John W Head, Topik-topik Mata Kuliah Hukum Ekonomi dan 
Kurikulum, Elips, Jakarta, 1998, Hal 37.

I
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Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam struktur 

kehidupan koperasi, dan merupakan perwujudan kehendak dari para anggota koperasi 

untuk membicarakan segala sesuatu menyangkut kehidupan serta pelaksanaan 

koperasi. Keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat anggota, harus atas 

terbanyak. Adapun hal-hal yang dapat diterapkan oleh rapat anggota koperasi yaitu :6

a. Anggaran Dasar;

b. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi;

c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.

d. Rencana keija, rencana pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan 

laporan keuangan;

e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;

f. Pembagian sisa hasil usaha;

g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Di Indonesia perkembangan koperasi sekarang ini berkembang cukup pesat. 

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang ikut membantu pembangunan 

nasional, dimana koperasi juga ikut berperan serta untuk mewujudkan masyarakat 

yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam tatanan 

perekonomian nasional.7

suara

Perkembangan koperasi di Indonesia semakin meningkat dengan semakin 

percayanya masyarakat terhadap koperasi terutama dalam aspek kuantitas, di sisi lain

* Pasal 23 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian 
AWJ. Tupanno et. All, Ekonomi dan Koperasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

Jakarta, 1982, Hal 39.
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masih banyak koperasi yang belum sepenuhnya menampakkan wujud serta 

peranannya sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang. Hal ini disebabkan 

dalam kegiatan kehidupan ekonomi rakyat serta masih sempitnya ruang gerak dan 

kesempatan usaha yang luas. Selain masalah penting yang berkaitan dengan konteks 

lemahnya manajemen, kurangnya jiwa kewirausahaan dikalangan anggota koperasi 

dan persoalan yang kurang “sound of business” yang memadai.

Dalam hal ini diperlukan peran aktif masyarakat untuk menumbuh 

kembangkan koperasi dengan meningkatkan kesadaran, kegairahan dan kemampuan 

berkoperasi di seluruh lapisan masyarakat melalui upaya penyuluhan, pendidikan dan 

pelatihan. Fungsi dan peranan koperasi juga menjadi tanggung jawab lembaga 

gerakan koperasi sebagai wadah perjuangan kepentingan dan pembawa aspirasi 

gerakan koperasi, bekerjasama dengan pemerintah sebagai pembina dan pelindung.

Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan hukum dalam bidang 

perkoperasian, khususnya yang berkaitan dengan proses, prosedur dan tata cara 

pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan 

koperasi diperlukan adanya upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta- 

akta perkoperasian yang dibuat oleh notaris.

8

Panji Anaroga dan Ninik Widiyanti, Dinamika Koperasi, Rineka Cipta, Jakarta 1993, Hal136.

r
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Bertitik tolak dari uraian di atas maka penulis menyusun suatu karya tulis 

berbentuk skripsi dengan judul “Peranan Notaris Sebagai Pembuat Akta 

Koperasi di Palembang Dihubungkan Dengan Keputusan Menteri Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris 

sebagai Pembuat Akta Koperasi.

yang

hB. Permasalahan

/Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Notaris dan tata cara pengesahan akta koperasi?

2. Bagaimana kriteria koperasi yang tidak mampu berdasarkan Keputusan Menteri

12 Nomor 98/Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pasal

KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi?

C. Tujuan dan Manfaat

Adapun yang menjadi tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah :

a. Untuk mengetahui sejauh mana peranan notaris sebagai pembuat akta koperasi.

b. Untuk mengetahui dampak dari diberlakukannya Keputusan Menteri Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah NOMOR 98 / KEP / M.KUKM / IX /2004

tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi.

Sedangkan yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis sebagai bahan kepustakaan khususnya mengenai peranan notaris 

sebagai pembuat akta koperasi.



2

8

Secara praktis sebagai bahan diskusi ilmiah dan wacana keilmuan mahasiswa 

dalam pengoiaan dan analisis data khususnya mengenai Hukum Koperasi.

2.

Metode PenelitianD.

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum secara empiris yang 

bersifat deskriftif artinya penelitian yang bertitik tolak dari data yang didapat 

secara langsung dari sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan dan 

bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat 

tertentu.9 Dalam hal ini didukung pula dengan bahan pustaka (data sekunder)

1.

yang mencakup hukum primer, sekunder, dan tersier.

Lokasi Penelitian2.

Adapun lokasi penelitian dalam skripsi ini dilakukan peneliti pada Kantor Dinas

Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Sumsel, dan Kantor Notaris

yang berada di Kota Palembang.

Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang, dikarenakan Kantor Dinas Koperasi 

Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Sumsel dapat mewakili dalam 

mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

9 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek,, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hal 16.

f
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3. Cara Penarikan Sampel

Sampel pada penelitian ini diambil dengan cara purposive sampling yaitu teknik 

sampel yang mempunyai suatu tujuan atau dilakukan sengaja karena narasumber 

memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai pengelolaan koperasi.

4. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan dapat diklasifikasikan menjadi dua

yakni:

1. Data Primer

Data primer ini diperoleh dengan studi lapangan dengan cara :

a. Interview

Yaitu mengadakan wawancara langsung dengan staf, pimpinan dan beberapa

orang pegawainya, mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan skripsi

lm.

b. / Pencatatan Data

Yaitu pengumpulan data dan informasi tertulis berupa laporan dan catatan yang 

diberikan oleh perusahaan untuk dijadikan data pelengkap skripsi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan 

oleh seseorang di luar penelitian. Data ini dihasilkan penulis dengan cara studi 

kepustakaan dengan cara membaca buku-buku, majalah-majalah dan surat kabar 

serta literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan penulisan skripsi ini.
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5. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui pengamatan 

(observasi), questioner dan wawancara langsung dengan nara sumber, yang dalam

hal ini diwakili oleh karyawan Kantor Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan

Menengah Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk membahas data yang terkumpul dalam penelitian ini sesuai dengan

permasalahan yang dijadikan fokus penelitian, seperti dikemukakan sebelumnya

agar diperoleh suatu kesimpulan maka penulis menggunakan teknik analisis

secara kualitatif deskriptif yaitu menganalisa dan mengevaluasi yang diperoleh

dari objek penelitian kemudian membandingkan dengan antara teori yang ada 

hubungannya dengan semua fakta dan data pada penelitian ini.
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